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ANALISIS LINGKUNGAN
OPERASIONAL DAN
MODUL  QISTEM KFAMANAN WILAYAH

@ 20 JP (900 Menit)

PENDAHULUAN

Dalam konteks dinamika keamanan yang semakin kompleks,
cepat berubah, dan penuh ketidakpastian, kemampuan perwira Polri

dalam mengambil keputusan teknis—taktis serta merancang skenario
operasi yang adaptif menjadi kompetensi inti yang menentukan
keberhasilan setiap kegiatan kepolisian. Tantangan yang dihadapi tidak
lagi bersifat linear; ia melibatkan interaksi antara faktor sosial, politik,
ekonomi, teknologi, budaya, hingga ancaman kejahatan konvensional
dan transnasional yang berkembang dengan pola yang sulit diprediksi.

Modul Pengambilan Keputusan Teknis—Taktis dan Perancangan
Skenario Operasi disusun untuk membekali peserta didik dengan
landasan konseptual, kerangka analitis, serta keterampilan praktis
dalam merumuskan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data di
berbagai konteks operasi kepolisian. Keputusan teknis—taktis menuntut
kemampuan menganalisis situasi lapangan secara real time, menilai
risiko, menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan
mengarahkan fungsi kepolisian dalam koridor hukum, etika, serta
keselamatan personel dan masyarakat.

Selanjutnya, proses perancangan skenario operasi menjadi
instrumen strategis untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan
perkembangan situasi, menguji kesiapan organisasi, serta memastikan
bahwa operasi kepolisian memiliki fleksibilitas dalam menghadapi
perubahan lingkungan taktis. Melalui skenario, perwira dilatih untuk
mengantisipasi eskalasi dan de-eskalasi ancaman, mengembangkan
Courses of Action (COA), dan memadukan prinsip komando, kendali,
serta komunikasi dalam suatu rencana yang terintegrasi.

Dengan demikian, modul ini tidak hanya memfokuskan pada
aspek prosedural, tetapi juga pada pola pikir operasional (operational
mindset) yang kritis, reflektif, dan adaptif. Diharapkan peserta didik
mampu menginternalisasi prinsip—prinsip ini sehingga mampu
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menghasilkan keputusan yang bukan hanya efektif, tetapi juga
akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan
masyarakat serta keberhasilan tugas Polri.

STANDAR KOMPETENSI

Mampu menganalisis secara komprehensif lingkungan strategis,
mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan merumuskan kerangka Sistem
Keamanan Wilayah (SKW) di tingkat operasional.

KOMPETENSI DASAR

1. Menganalisis lingkungan strategis dan tugas operasional
kepolisian.

Indikator hasil belajar:

a. Menganalisis dimensi lingkungan strategis (geografis,
sosial, politik, ekonomi, dan budaya) yang berpengaruh
terhadap Kamtibmas.

b. Menjelaskan keterkaitan tugas pokok, fungsi, dan peran
Polri dengan dinamika lingkungan wilayah.

c. Mengimplementasikan kebijakan, regulasi, dan SOP
kepolisian dalam pelaksanaan tugas operasional di
wilayah.

2.  Mengelola analisis lingkungan, informasi, dan pemetaan
ancaman.

Indikator hasil belajar:

a. Menerapkan teknik analisis lingkungan dan alat pemetaan
strategis untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan
kerawanan wilayah.

b.  Mengelola, memverifikasi, dan mengintegrasikan data serta
informasi intelijen sebagai dasar analisis situasi.

c. Menyusun kesimpulan analisis lingkungan sebagai bahan
rekomendasi pengambilan keputusan operasional.
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3. Merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan
wilayah dan perencanaan taktis adaptif.

Indikator hasil belajar:

a.

Menganalisis dan menerapkan model keamanan wilayah
berbasis komunitas (Polmas) dan kemitraan strategis.

Merancang strategi kolaborasi dan sinergitas lintas sektoral
dalam menjaga stabilitas Kamtibmas.

Menerjemahkan hasil analisis lingkungan dan ancaman ke
dalam perencanaan taktis serta dukungan pengambilan
keputusan.

4. Mengimplementasikan Polmas dalam SKW adaptif.

Indikator hasil belajar:

a.

Menganalisis dan menerapkan tahapan dan tantangan
implementasi Polmas dalam SKW adaptif.

Mengelola peran Babinkamtibmas dan manfaat Polmas
dalam SKW adaptif.

Menyusun pondasi perencanaan data dan dukungan
keputusan (decision support).

MATERI PELAJARAN

1. Pokok Bahasan 1:
Lingkungan strategis dan tugas operasional kepolisian..
Sub Pokok Bahasan:

a.

dimensi lingkungan strategis (geografis, sosial, politik,
ekonomi, dan budaya) yang berpengaruh terhadap
Kamtibmas.

keterkaitan tugas pokok, fungsi, dan peran Polri dengan
dinamika lingkungan wilayah..

kebijakan, regulasi, dan SOP kepolisian dalam
pelaksanaan tugas operasional di wilayah.
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Pokok Bahasan 2:
Analisis lingkungan, informasi, dan pemetaan ancaman.
Sub Pokok Bahasan:

a. teknik analisis lingkungan dan alat pemetaan strategis
untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan
wilayah.

b. data serta informasi intelijen sebagai dasar analisis situasi.

c. analisis lingkungan sebagai bahan rekomendasi
pengambilan keputusan operasional.

Pokok Bahasan 3:
Sistem keamanan wilayah dan perencanaan taktis adaptif.
Sub Pokok Bahasan:

a. model keamanan wilayah berbasis komunitas (Polmas) dan
kemitraan strategis.

b. strategi kolaborasi dan sinergitas lintas sektoral dalam
menjaga stabilitas Kamtibmas.

c. analisis lingkungan dan ancaman ke dalam perencanaan
taktis serta dukungan pengambilan keputusan.

Pokok Bahasan 4:
Polmas dalam SKW adaptif.
Sub Pokok Bahasan:

a. tahapan dan tantangan implementasi Polmas dalam SKW
adaptif.

b. peran Babinkamtibmas dan manfaat Polmas dalam SKW
adaptif.

c. pondasi perencanaan data dan dukungan keputusan
(decision support).
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METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang analisis
lingkungan operasional dan sistem keamanan wilayah.

2. Metode Brainstroming (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman
peserta tentang materi yang disampaikan.

3. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling
ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial
serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok.

4. Metode Problem Based Learning

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan
pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah
sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan
keterampilan kritis.

5. Metode Project Based Learning

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang
signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah,
kolaborasi, dan keterampilan praktis.

6. Metode Penugasan

Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk
membuat resume terkait materi yang disampaikan.

ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media:

a. Whiteboard.
Flipchart.
Komputer/laptop.
LCD dan screen.

® oo T

Laser point.
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f. Pengeras suara/sound system.

2. Bahan:
a. Kertas.
b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar
a. Paparan Pendidik.

b. UU No. 23 Tahun 2014: Relasi Polri-Pemda dan
Forkopimda.

c. Herman Goldstein — Problem-Oriented Policing: Dasar
SARA dan pendekatan penyelesaian akar masalah.

d. Gary Klein — Sources of Power. Model RPD untuk
keputusan cepat berbasis pengalaman.

e. Fred R. David — Strategic Management:. Implementasi
strategi ke kebijakan operasional.

f. Barda Nawawi Arief — Criminal Policy: Keterkaitan
kebijakan pidana dan kondisi sosial.

g. Satjipto Rahardjo — Sosiologi Hukum: Diskresi untuk
keadilan substantif.

h.  Kunarto — Etika Kepolisian: Batas moral.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit
Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup:
a. Membuka kelas dan memberikan salam.
b. Perkenalan.

c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan
disampikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti : 880 menit

a. Tahap inti |: pembahasan analisis lingkungan
operasional dan sistem keamanan wilayah. (300 menit)
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1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara)
mengeksplor pengalaman terkait analisis lingkungan
operasional dan sistem keamanan wilayah.

2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara)
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
merumuskan analisis lingkungan kewilayahan dan
sistem keamanan terpadu.

Tahap inti Il: diskusi materi analisis lingkungan
operasional dan sistem keamanan wilayah. (580 menit)

1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik
melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan
tentang analisis lingkungan operasional dan sistem
keamanan wilayah.

2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar
untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi
oleh Pokjar lain.

3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan
penguatan materi analisis lingkungan operasional dan
sistem keamanan wilayah.

4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik
secara perorangan untuk membuat resume dan
laporan hasil diskusi materi analisis lingkungan
operasional dan sistem keamanan wilayah.

Tahap akhir : 10 menit

Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang
mencakup kegiatan:

a.

Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan
ulasan dan penguatan materi secara umum.

Menjelaskan  keterkaitan mata pelajaran dengan
pelaksanaan tugas.

Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran
dalam bentuk penugasasan dan sebagainya.
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B

TAGIHAN / TUGAS

1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait
materi yang disampaikan.

2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT
dalam bentuk pdf di upload ke aplikasi SIAP.

&)

LEMBAR KEGIATAN

1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.
2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.
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=

BAHAN BACAAN

POKOK BAHASAN 1

LANDASAN KONSEPTUAL LINGKUNGAN

DAN TUGAS OPERASIONAL

A. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh Terhadap
Kamtibmas

1.

Konsep Lingkungan Strategis

lingkungan adalah kondisi eksternal yang mengelilingi
dan memengaruhi eksistensi serta perkembangan suatu
organisasi. Dalam konteks kepolisian, lingkungan diartikan
sebagai area of responsibility (wilayah hukum) yang
mencakup ruang geografi, demografi, serta kondisi sosial-
kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak
langsung memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat (Kamtibmas).

Lingkungan strategis bukan sekadar pengumpulan
data statistik, melainkan fondasi taktis. Lingkungan operasi
kepolisian bersifat berubah-ubah dan saling berkelindan
(interconnected). Karena itu, seorang perwira dituntut
memiliki kepekaan situasi (situational awareness) agar
mampu mendeteksi Indikasi Gejala Gangguan (IGG) yang
berpotensi menjadi gangguan nyata.

Sebagai ujung tombak yang menerjemahkan
kebijakan strategis pimpinan menjadi langkah-langkah
konkret di lapangan, yaitu untuk

a. Tindakan preemtif: Upaya penanggulangan kejahatan
melalui pendekatan nilai, norma, dan edukasi untuk
menghilangkan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)
atau niat seseorang untuk berbuat jahat.

b. Tindakan preventif: Upaya fisik untuk mencegah
bertemunya niat dan kesempatan, guna
mengeliminasi police hazard (PH) melalui kegiatan
pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
(Turjawali).

c. Tindakan represif: Upaya penegakan hukum secara
profesional dan proporsional terhadap Gangguan
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Nyata (GN) yang telah terjadi untuk memberikan
kepastian hukum dan efek jera.

2.  Korelasi Lingkungan dengan Operasional Kepolisian

Terdapat korelasi Lingkungan dan Operasional
Kepolisian. Korelasi antara lingkungan dan operasional
dapat dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat yang
linier:

a. Lingkungan sebagai input data: Kondisi lingkungan

(misal: tingkat pengangguran tinggi di suatu desa)

menjadi data mentah bagi Polri.

b. Analisis sebagai proses: Perwira mengolah data
tersebut menjadi Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen.

c. Operasional sebagai output: Hasil analisis
menentukan cara bertindak (CB). Jika lingkungan
menunjukkan kerawanan konflik lahan, maka
operasional yang dikedepankan adalah fungsi Binmas
dan Intelijen, bukan fungsi Sabhara/Brimob (represif)
secara langsung.

Intinya: Perubahan pada dimensi lingkungan akan
secara otomatis mengubah strategi dan taktik operasional
di lapangan.

3. Urgensi Pimpinan Memahami Lingkungan Secara
Mendalam

a. Presisi dalam pengambilan keputusan: menghindari
salah langkah (maladministrasi maupun malprosedur)
yang dapat memicu resistensi sosial atau pelanggaran
HAM.

b. Efisiensi sumber daya: memastikan pergeseran
pasukan dan anggaran tepat sasaran sesuai dengan
indeks kerawanan daerah (tidak bersifat copy-paste
dari wilayah lain).

c. Legitimitasi tindakan: Kepolisian yang memahami
kultur dan sosiologi masyarakat lokal akan lebih
mudah mendapatkan dukungan publik (public trust)
dalam setiap tindakan kepolisian.

d. Prediksi masa depan: mampu memitigasi risiko
sebelum konflik pecah, sehingga stabilitas Kamtibmas
tetap terjaga.
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Dimensi Lingkungan dalam  Operasi Kepolisian
(Ipoleksosbudhankam)

Untuk mempermudah pemetaan kerawanan, perwira
menggunakan pisau analisis Ipoleksosbudhankam yang
diarahkan pada aspek operasional:

1.  Lingkungan lIdeologi dan Politik: Fokus pada stabilitas
wilayah. Perwira harus memantau eskalasi politik lokal
(misal: sengketa batas desa atau rivalitas tim sukses) agar
tidak berkembang menjadi konflik fisik.

2. Lingkungan Ekonomi: Menganalisis korelasi antara kondisi
ekonomi dengan angka kriminalitas (crime rate). Misalnya,
penutupan pabrik besar di suatu wilayah harus diantisipasi
dengan peningkatan patroli di area pemukiman buruh untuk
mencegah tindak pidana pencurian.

3. Lingkungan Sosial dan Budaya: Memahami stratifikasi
sosial dan kearifan lokal (local wisdom). Hal ini penting
dalam Pengambilan Keputusan Taktis, terutama saat harus
melakukan penindakan hukum di wilayah adat agar tidak
memicu solidaritas massa yang negatif.

4. Lingkungan Keamanan dan Teknologi: Mencakup ancaman
konvensional hingga kejahatan siber. Penggunaan media
sosial oleh masyarakat untuk memobilisasi massa menjadi
variabel lingkungan yang wajib dikuasai perwira lapangan.

Integrasi Dimensi Lingkungan ke dalam Tugas Pokok

Seluruh data lingkungan tersebut diolah menjadi produk
intelijen yang kemudian diintegrasikan ke dalam tiga pilar tugas
Polri:

1.  Harkamtibmas: Data lingkungan digunakan untuk
menentukan beat (rute) patroli dan penempatan
Bhabinkamtibmas.

2.  Gakkum: Lingkungan menentukan cara penangkapan atau
penggeledahan yang paling minim risiko (taktis).

3. Linyomyan: Memastikan pelayanan Polri (seperti
SIM/SKCK atau respon panggilan darurat) sesuai dengan
ekspektasi dan budaya masyarakat setempat.

Kebijakan Regulasi Wilayah
1. Pengertian Kebijakan dan Regulasi Wilayah

Dalam struktur organisasi Polri, perwira Ilulusan
Sespimma menempati posisi manajerial lini pertama (first
line manager) atau menengah (middle management). Pada
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level posisi ini, tugas utama perwira bukan lagi menyusun
strategi besar (grand strategy) yang bersifat makro,
melainkan melakukan operasionalisasi kebijakan. Hal ini
berarti perwira harus mampu membedakan serta
menyelaraskan antara kebijakan dan regulasi dalam setiap
perintah operasi.

Kemudian, kebijakan (Policy) dipahami sebagai
instrumen arah atau garis besar tindakan yang ditetapkan
oleh pimpinan, seperti Kapolda atau Kapolres, untuk
mencapai tujuan tertentu di wilayahnya. Sebagai contoh,
kebijakan seorang Kapolres mengenai "Kamtibmas
Kondusif melalui Penguatan Patroli Dialogis" merupakan
arahan strategis yang harus diterjemahkan menjadi
rencana kegiatan.

Di sisi lain, regulasi (regulation) adalah perangkat
aturan hukum atau prosedur formal yang membatasi dan
mendasari setiap tindakan kepolisian agar memiliki
legitimasi hukum yang kuat. Contoh nyata dari regulasi ini
adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjadi dasar legalitas dalam
setiap penindakan pelanggaran di jalan raya.

Pesan Utama: setiap perwira Sespimma adalah
kewajiban untuk menjamin bahwa setiap instruksi
operasional yang diberikan kepada anggota di tingkat taktis
tidak melampaui kewenangan (exceed of power) dan tetap
berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tidak
menimbulkan komplain masyarakat maupun permasalahan
hukum di kemudian hari.

2. Jenis Kebijakan dan Regulasi dalam Operasi Kewilayahan

Seorang manajer lapangan yang profesional waijib
menguasai tiga pilar regulasi sebagai instrumen utama
dalam memitigasi risiko hukum dan kegagalan operasional.
Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling
melengkapi dalam membentuk legalitas tindakan kepolisian
di wilayah.

a. Regulasi Internal Polri, yang berfungsi sebagai
kompas utama dalam tata kelola operasi. Fokus
utama pilar ini terletak pada implementasi Manajemen
Operasional Kepolisian (MOK) yang mengatur siklus
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
hingga pengendalian (P1-P2-P3). Perwira harus mahir
menjabarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terkait
Sistem Pengamanan Wilayah (Sispamwil) dan Sistem
Pengamanan Kota (Sispamkot) ke dalam skenario
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taktis yang aplikatif. Hal ini juga mencakup
penguasaan terhadap Standar Operasional Prosedur
(SOP) spesifik pada setiap satuan fungsi, mulai dari
teknik intelijen dasar, manajemen penyidikan di
Satreskrim, prosedur pengawalan di Satlantas, hingga
protokol penggunaan kekuatan di Satsamapta.
Penguasaan pilar internal ini memastikan bahwa
setiap personel bergerak dalam koridor tata cara kerja
yang baku dan terukur secara administrasi kedinasan.

b. Kedua adalah Regulasi Sektoral dan Wilayah, yang
menempatkan Polri dalam ekosistem pemerintahan
daerah. Sebagai pelaksana kebijakan di wilayah,
perwira Polri seringkali bersinggungan dengan produk
hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam konteks
ini, Polri berperan penting dalam memberikan
dukungan pengamanan bagi instansi samping, seperti
Satpol PP dalam penegakan Perda Ketertiban Umum
atau Dinas Perhubungan dalam manajemen ruang
jalan. Perwira Sespimma harus mampu membangun
komunikasi dalam skema kemitraan sejajar, di mana
Polri bertindak sebagai pengarah keamanan (security
advisor) sekaligus pelaksana pengamanan agar
kebijakan instansi sektoral tersebut tidak berbenturan
dengan stabilitas Kamtibmas yang lebih luas.
Pemahaman terhadap regulasi sektoral ini mencegah
terjadinya ego sektoral dan memperkuat sinergitas
TNI-Polri serta Pemerintah Daerah dalam mengawal
kebijakan pembangunan di wilayah.

c. Pilar ketiga, yang merupakan instrumen paling krusial
bagi seorang manajer lapangan, adalah Diskresi
Kepolisian. Sebagaimana diatur secara tegas dalam
Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, diskresi memberikan
kewenangan sah bagi perwira untuk mengambil
keputusan berdasarkan penilaian personal demi
kepentingan umum, terutama dalam situasi kritis yang
mendesak atau ketika regulasi yang ada belum
mengatur secara spesifik. Namun, implementasi
diskresi bagi perwira Sespimma bukan berarti
tindakan tanpa batas; diskresi harus memenuhi syarat

keperluan (necessity) dan keseimbangan
(proportionality). Artinya, setiap keputusan
diskresioner yang diambil harus dapat

dipertanggungjawabkan secara logis, legal, dan moral
(akuntabel). Kemampuan mengintegrasikan diskresi
dengan pilar internal dan sektoral inilah yang menjadi
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pembeda utama kualitas seorang perwira dalam
merespons dinamika lapangan yang seringkali tidak
terprediksi.

Pesan Utama: Mengelola operasi kewilayahan bagi
perwira Sespimma adalah kewajiban untuk
mengintegrasikan secara harmonis antara kepatuhan
terhadap Regulasi Internal (MOK dan SOP), sinergitas
dengan Regulasi Sektoral di wilayah, serta penggunaan
Diskresi Kepolisian yang bertanggung jawab. Sebagai
manajer lapangan, penguasaan ketiga pilar ini merupakan
instrumen  krusial untuk menjamin setiap tindakan
kepolisian memiliki legitimasi hukum, memitigasi risiko
kegagalan operasional, dan memastikan keputusan teknis-
taktis yang diambil tetap akuntabel dalam menjaga
stabilitas Kamtibmas.

Implementasi Kebijakan, Regulasi, di Tingkat Kewilayahan

Implementasi kebijakan di tingkat kewilayahan menuntut
Perwira Sespimma untuk memiliki ketajaman dalam
mengeksekusi rencana operasi. Di lapangan, seorang manajer
operasional tidak bekerja dalam kondisi ideal; ia akan
berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, tekanan publik,
dan dinamika situasi yang berubah sangat cepat (volatility). Oleh
karena itu, diperlukan sebuah metodologi yang terstruktur agar
pengambilan keputusan teknis-taktis tidak hanya bersifat reaktif,
namun didasarkan pada pemecahan masalah yang mendasar.
Penggunaan instrumen manajemen yang tepat memungkinkan
kebijakan pimpinan dapat dioperasionalkan secara efektif tanpa
menimbulkan efek samping berupa gangguan keamanan baru.

1. Langkah Teknis Pengambilan Keputusan (Model SARA)

Untuk menjaga sistematika dalam
mengoperasionalkan  kebijakan, perwira Sespimma
menggunakan alur SARA (Scanning, Analysis, Response,
Assessment) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan
teknis Polri:

a. Scanning (Pemindaian): Tahap awal untuk
mengidentifikasi gangguan nyata (GN) atau potensi
gangguan (PG) di wilayah hukum melalui pengamatan
data dan laporan lapangan. Contoh, Mengidentifikasi
tren peningkatan aksi tawuran remaja pada jam dini
hari di wilayah perbatasan wilayah.

b. Analysis (Analisis): Membedah akar masalah
menggunakan pisau analisis Ipoleksosbudhankam.
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Perwira harus kritis melihat apakah tawuran dipicu
oleh sentimen antar kelompok (sosial), pengaruh
minuman keras (budaya), atau pemanfaatan area
yang gelap karena kurangnya penerangan jalan
(sarpras/geografi).

c. Response (Respon): Merancang skenario operasi
atau rencana kegiatan (Reniat) berdasarkan hasil
analisis. Respon harus mencakup elemen teknis dan
taktis:

1) teknis: penentuan ploting personel pada titik
sekat, penggunaan sarana prasarana yang
proporsional (seperti flashlight, barrier, atau gas
air mata jika diperlukan).

2) kolaboratif: melibatkan potensi masyarakat
seperti Pokdarkamtibmas atau FKPM untuk
pengamanan swakarsa.

d. Assessment (Penilaian): Melakukan Anev (Analisis
dan Evaluasi) pasca tindakan. Penilaian fokus pada
dua hal:

1) efektivitas: apakah angka kejadian tawuran
menurun secara signifikan.

2) legitimasi: apakah penggunaan kekuatan yang
dilakukan anggota sudah sesuai dengan SOP
dan Perkap nomor 1 tahun 2009.

2. Tantangan Implementasi di Lapangan

Sebagai pelaksana kebijakan, perwira sering
dihadapkan pada dilema operasional, yaitu benturan antara
aturan hukum formal dengan realitas sosial-ekonomi di
lapangan. Kemampuan mengelola tantangan ini adalah inti
dari kematangan seorang manajer operasional Polri.

a. Contoh kasus: penertiban balap liar di kawasan
pemukiman padat.

1) secara regulasi: Perwira memiliki mandat untuk
melakukan penindakan tegas berupa tilang dan
penyitaan kendaraan (penegakan hukum murni).

2) secara dimensi lingkungan: Jika pengejaran
dilakukan dengan kecepatan tinggi di gang-gang
sempit pemukiman, risiko kecelakaan terhadap
warga sipil meningkat (bahaya polisi/police
hazard). Hal ini dapat memicu resistensi massa
dan merusak citra Polri di mata masyarakat
sekitar.
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b. Solusi taktis dan pengambilan keputusan: Dalam
menghadapi tantangan tersebut, Perwira Sespimma
harus mampu merancang  skenario  yang
komprehensif:

1) preemtif: melakukan penggalangan terhadap
tokoh pemuda dan pemilik bengkel di sekitar
lokasi.

2) preventif: melaksanakan "penyekatan jalur"
sebelum balapan dimulai untuk mempersempit
ruang gerak pelaku.

3) represif terukur: melakukan penegakan hukum
hanya setelah situasi dipastikan aman bagi
masyarakat umum dan personel.

3.  Prinsip Kunci bagi Manajemen Operasional

Untuk menghadapi tantangan nyata tersebut, terdapat
beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh Perwira
Sespimma:

a. Adaptabilitas: Mampu mengubah taktik di lapangan
jika kondisi lingkungan berubah (misal: cuaca buruk
atau massa yang tiba-tiba bertambah banyak).

b. Komunikasi Vertikal dan Horizontal: Memastikan
instruksi sampai ke anggota paling bawah (taktis) dan
berkoordinasi dengan instansi samping (Satpol
PP/Dishub) secara intensif.

c. Manajemen Risiko: Selalu menghitung perbandingan
antara "kerugian yang ditimbulkan" dengan "kebaikan
yang dicapai" dari setiap tindakan kepolisian.

d. Diskresi yang Akuntabel: Mengambil keputusan cepat
pada saat genting dengan tetap merujuk pada prinsip
keperluan (necessity) dan keseimbangan
(proportionality).

Pesan Utama: Penerapan operasional bukan sekadar
menjalankan SOP secara kaku, melainkan seni
mengelola sumber daya dan regulasi di tengah
dinamika lingkungan masyarakat yang kompleks
untuk mencapai tujuan Kamtibmas.
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POKOK BAHASAN 2

ANALISIS LINGKUNGAN DAN
PEMETAAN ANCAMAN

Teknik Analisis Lingkungan dan Alat Pemetaan Strategis
Untuk Mengidentifikasi Potensi Ancaman dan Kerawanan
Wilayah

Teknik analisis strategis merupakan sebuah prosedur
sistematis yang bertujuan untuk mengurai data mentah menjadi
pemahaman mendalam mengenai situasi keamanan wilayah.
Untuk memahaminya secara utuh, kita perlu membedah tiga
terminologi penyusunnya: Teknik merujuk pada metode atau
cara spesifik yang digunakan untuk mengolah data; Analisis
adalah proses memecah suatu masalah kompleks menjadi
bagian-bagian kecil agar keterkaitan antarunsur dapat terlihat
jelas; sementara Strategis menempatkan hasil pemikiran
tersebut pada perspektif jangka panjang dan pencapaian tujuan
organisasi yang lebih besar. Pendekatan ini disebut prosedural
karena mengikuti langkah-langkah yang terukur dan baku—mulai
dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan—sehingga
hasil analisisnya bersifat objektif, dapat dipertanggungjawabkan,
dan tidak bias oleh opini pribadi. Bagi seorang perwira
Sespimma, kemampuan ini ibarat sebuah "pisau bedah"
intelektual yang memungkinkan mereka menembus permukaan
fenomena untuk melihat akar masalah yang sebenarnya di balik
sebuah peristiwa kriminalitas atau eskalasi konflik sosial.

Sebagai pelengkap, dikenal pula istilah pemetaan strategis
yang berfungsi sebagai visualisasi dari seluruh hasil analisis
tersebut. Secara sederhana, jika teknik analisis memberikan
jawaban atas pertanyaan "apa" masalah yang sedang dihadapi
dan "mengapa" hal itu terjadi, maka pemetaan strategis
memberikan jawaban mengenai dimensi ruang dan pola, yakni
"di mana" titik kerawanannya dan "bagaimana" persebaran
masalah tersebut di seluruh wilayah hukum. Melalui pemetaan,
data yang tadinya bersifat abstrak dan tekstual berubah menjadi
gambaran visual (seperti peta sebaran atau heatmap) yang
memudahkan perwira dalam mengomunikasikan situasi
keamanan kepada anggota maupun pimpinan secara cepat dan
akurat.

Dalam konteks manajemen operasional pada level
Kapolsek atau Kasat, penguasaan terhadap kedua instrumen ini
memiliki relevansi yang sangat krusial karena seorang manajer

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK 17
ANALISIS LINGKUNGAN OPERASIONAL DAN SISTEM KEAMANAN WILAYAH
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA



SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

lapangan tidak boleh lagi mengandalkan intuisi atau "perasaan”
semata dalam mengambil keputusan. Tanpa analisis yang kuat,
seorang perwira berisiko mengalami melesetnya sasaran, di
mana patroli dan penjagaan dilakukan pada jam serta tempat
yang salah sehingga tidak efektif mencegah kejahatan. Selain itu,
ketiadaan analisis menyebabkan pemborosan sumber daya,
seperti menurunkan kekuatan personel yang besar untuk
menangani masalah kecil, atau sebaliknya. Terakhir, analisis
strategis berfungsi sebagai alat mitigasi terhadap kegagalan
prediksi, sehingga perwira tidak lagi "terkejut" oleh pecahnya
konflik atau gangguan nyata, karena tanda-tanda awal (early
warning) sudah terbaca dan diantisipasi sejak dini melalui
metodologi yang benar.

Sebagai manajer operasional, Anda memerlukan kerangka
kerja yang terukur untuk memproses data lapangan yang acak
menjadi informasi yang siap eksekusi. Berikut adalah instrumen
utama yang digunakan:

1. Analisis SWOT (Internal vs Eksternal)

Analisis SWOT merupakan instrumen dasar dan
paling fundamental dalam pemindaian lingkungan.
Keberadaannya sangat penting karena memberikan
gambaran dua sisi secara simultan: apa yang dimiliki
organisasi (internal) dan apa yang dihadapi di lapangan
(eksternal). Dengan SWOT, seorang perwira tidak akan
terjebak dalam sikap terlalu percaya diri (overconfident)
atau sebaliknya, terlalu pesimis, karena setiap keputusan
didasarkan pada realitas kapabilitas satuan.

a. Konsep: membenturkan kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weaknesses) internal kesatuan dengan
peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari
lingkungan wilayah.

b. llustrasi riil (kasus: pengamanan pasar tumpah
kecamatan x menjelang lebaran):

1) internal: Kekuatan berupa adanya 40 personel
cadangan dari Sabhara (S), namun
Kelemahannya adalah keterbatasan HT dan
area parkir Polsek yang sempit untuk sitaan (W).

2) eksternal: Peluang berupa tingginya dukungan
tokoh pedagang lokal untuk menertibkan area
(O), namun Ancamannya adalah adanya potensi
kemacetan total akibat meningkatnya volume
kendaraan pemudik dan keberadaan juru parkir
liar (T).
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Dengan demikian, Analisis SWOT membantu
Kapolsek menentukan Cara Bertindak (CB). Jika ancaman
(kemacetan total) lebih besar dari kekuatan (personel
terbatas), Kapolsek memiliki dasar yang kuat untuk segera
meminta back-up BKO Lantas dari Polres sebelum situasi
menjadi chaos.

2. Analisis PESTEL / Ipoleksosbudhankam (Makro)

Jika SWOT fokus pada kapabilitas satuan, PESTEL
hadir untuk memahami variabel makro yang berada di luar
kendali Polri namun berdampak langsung pada Kamtibmas.
Perbedaan utamanya adalah PESTEL berfungsi sebagai
radar "jarak jauh" untuk melihat tren besar, sementara
SWOT lebih kepada penilaian kesiapan "“jarak dekat".
PESTEL sangat penting agar Polri tidak hanya bersifat
pemadam kebakaran (reactive), tetapi mampu memprediksi
ledakan masalah sebelum terjadi.

L e

a. Konsep: Memahami variabel besar (Politik, Ekonomi,
Sosial,  Teknologi, Ekonomi, Legal) yang
memengaruhi stabilitas.

b. llustrasi dan Contoh:

1) politik: adanya pemilihan kepala desa serentak
yang memanaskan suhu persaingan antar
kelompok.

2) ekonomi: rendahnya harga jual komoditas
unggulan daerah yang membuat tingkat stres
ekonomi warga meningkat.

3) sosial: munculnya solidaritas komunal yang kuat
akibat merasa hak tanahnya terancam.
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4) teknologi: penggunaan grup whatsapp secara
masif untuk memobilisasi massa dalam waktu
singkat.

Dengan demikian, analisis pestle dapat membantu
perwira untuk bisa memprediksi gangguan Kamtibmas jauh
sebelum demonstrasi pecah, sehingga langkah
penggalangan intelijen bisa dilakukan lebih dini.

3.  Analisis 5SW+1H (Struktural)

Analisis ini adalah teknik dasar yang umum digunakan
oleh jurnalis dan peneliti untuk memastikan keutuhan
sebuah informasi. Dalam kepolisian, 5SW+1H dibutuhkan
untuk mengurai kerumitan di TKP secara instan guna
menemukan akar masalah (root cause) tanpa ada variabel
yang terlewat.

Konsep: Membedah anatomi kejadian secara
menyeluruh melalui pertanyaan:

a. What: Apa peristiwa yang terjadi? (Contoh: Pencurian
ternak dengan kekerasan).

b. When: Kapan waktu spesifiknya? (Berguna untuk
memetakan jam rawan).

c. Who: Siapa korbannya? Siapa pelakunya? Siapa
saksi kuncinya?

d.  Where: Di mana lokasi tepatnya? (Menentukan radius
pengejaran).

e. Why: Apa motifnya? (Apakah murni ekonomi atau ada
unsur dendam?).

f. How: Bagaimana modus operandinya? (Cara masuk,
alat yang digunakan, jalur pelarian).

Dengan demikian, analisis 5W + 1H dapat membantu
memastikan laporan lapangan akurat dan objektif sehingga
intervensi taktis (seperti razia di jalur tertentu) memiliki
dasar yang kuat.

4.  Analysis Tren and Pattern Recognition (Pola)

Logika di balik analisis pola adalah bahwa kejahatan
bukanlah kejadian acak, melainkan perilaku yang seringkali
berulang karena dianggap berhasil oleh pelakunya.
Sesuatu yang berulang memiliki pola yang dapat dihitung
frekuensinya dan dipetakan logikanya. Jika kita mengetahui
polanya, kita bisa berada di sana sebelum pelakunya
datang.
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a. Konsep: Mencari keberulangan kejadian berdasarkan
frekuensi, waktu, lokasi, dan karakteristik perilaku.

b.  Contoh (Mengidentifikasi Pola Begal):

1)  setiap malam Minggu antara jam 23.00-02.00 di
tanjakan X arah Lembang selalu ada kasus
begal (pola waktu dan lokasi).

2) kesaksian korban  menunjukkan  pelaku
menggunakan motor matic merek X tanpa plat
nomor (pola alat).

3) pelaku terdiri dari dua orang, satu bertubuh tinggi
bertindak sebagai eksekutor menggunakan
senjata tajam jenis celurit (pola peran dan
senjata).

4) korban selalu pengendara tunggal yang terlihat
ragu-ragu di jalan menanjak (pola target).

Dengan demikian, pola-pola yang dikumpulan dan
diukur ini memungkinkan perwira melakukan Patroli Presisi.
Polisi tidak lagi berpatroli secara acak, melainkan
menempatkan personel di jam dan lokasi yang tepat sesuai
pola yang teridentifikasi.

Pemetaan Strategis: Pendekatan Konvensional Dan
Berbasis Teknologi

Dalam praktik kepolisian di kewilayahan, pemetaan
strategis tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat,
melainkan pada keakuratan data dan ketajaman interpretasi
perwira. Menyadari adanya variasi dalam ketersediaan
infrastruktur jaringan serta perbedaan preferensi metode kerja di
lapangan, pemetaan dapat dilakukan melalui dua pendekatan
yang saling mendukung tanpa mengurangi substansi
analisisnya.

1.  Alat Berbasis Instrumen Konvensional (Analogi Lapangan)

Metode ini sangat efektif bagi kesatuan yang berada
di wilayah dengan akses internet terbatas atau bagi
pimpinan yang mengutamakan visualisasi fisik yang dapat
diakses setiap saat secara langsung tanpa bergantung
pada perangkat elektronik. Pendekatan ini mengandalkan
"kearifan lapangan" di mana data divisualisasikan secara
manual:

a. Peta Gabus/Dinding (Tactical Map  Board):
Menggunakan peta cetak wilayah skala besar yang
ditempel di ruang kerja atau Command Center.
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Perwira menandai titik kejadian menggunakan pin
warna-warni sebagai indikator:

1) merah: menandakan titikk rawan kriminalitas
keras (curas/perampokan).

2)  biru: menandakan lokasi rawan kecelakaan lalu
lintas (laka lantas).

3) kuning: menandakan titik potensi konflik sosial
atau massa.

b. Buku Mutasi dan Tabel Rekapitulasi: Pencatatan
frekuensi kejadian harian secara manual dalam
bentuk tabel periodik. Melalui tabel ini, seorang
manajer dapat melihat tren kenaikan atau penurunan
angka gangguan tanpa harus membuka dashboard
digital.

c. Link analysis manual dalam bentuk mind-mapping:
Menggunakan papan tulis (whiteboard) dan spidol
untuk membangun skema hubungan antar pelaku
kejahatan. Metode "papan investigasi" ini sangat
membantu dalam memvisualisasikan siapa
berhubungan dengan siapa, alur aliran dana, atau
struktur kelompok premanisme secara nyata dalam
rapat-rapat staf.

2.  Alat Berbasis Teknologi (Data-Driven Policing)

Pendekatan ini mengandalkan kekuatan komputasi
untuk mengolah basis data yang besar dan kompleks guna
menghasilkan akurasi tinggi serta prediksi yang lebih tajam:
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a. GIS (Geographic Information System): Dalam konteks
kepolisian, GIS adalah alat yang digunakan untuk
memadukan peta digital dengan data kepolisian.
Aplikasi seperti QGIS atau SOT (Sistem Operasional
Terpadu) Polri memudahkan perwira untuk melihat
lapisan data yang berbeda secara bersamaan—
misalnya, memadukan peta pemukiman padat dengan
peta persebaran pengedar narkoba—sehingga
wilayah patroli dapat ditentukan secara presisi hingga
ke tingkat gang terkecil.

Sistem Pemetaan Kriminal Polres Solok Kota  #w

& Lihet Jumish Krimiral

b. Heatmap digital: Teknologi ini secara otomatis
mengubah ribuan entri laporan polisi menjadi titik-titik
gradasi warna. Area dengan warna merah pekat
menandakan kepadatan kejadian yang tinggi
(hotspot), yang memberikan peringatan visual instan
bagi manajer operasional untuk segera melakukan
pergeseran pasukan ke titik tersebut. Contoh di
bawah, Heatmap Lokasi Rawan Kriminalitas
Jabodetabek.
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c. SNA (Social Network Analysis): Program ini
digunakan untuk memetakan jejaring hubungan
komunikasi dan interaksi antarindividu dalam suatu
kelompok kriminal. Kegunaan mendasarnya adalah
untuk mengidentifikasi siapa "aktor intelektual" atau
"penghubung kunci" dalam sebuah jaringan terorisme
atau sindikat narkoba. Dengan SNA, polisi tidak
sekadar menangkap pelaku di lapangan, tetapi
mampu memutus rantai organisasi dari pusatnya.
Contoh di bawah adalah Social Network pada dua

kejadian kriminal hingga mengerucut pada beberapa
aktor.
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3. Strategi Manajerial dalam Menghadapi Variasi Literasi
Teknologi

Sebagai perwira Sespimma, peran Anda adalah
sebagai manajer, bukan sekadar operator teknis. Oleh
karena itu, efektivitas pemetaan wilayah tetap dapat dicapai
dengan langkah-langkah berikut:

a. Berdayakan staf ahli: Perwira tidak harus mahir
mengoperasikan setiap software secara mandiri.
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Gunakan kemampuan delegasi untuk
memberdayakan personel bintara atau operator TI
dalam menyajikan data digital, sementara perwira
fokus pada pengambilan keputusan berdasarkan
visualisasi yang disajikan.

b. Kombinasi metode: Penggunaan layar digital
(dashboard) dapat disandingkan dengan peta dinding
konvensional untuk memastikan adanya cadangan
informasi  jika terjadi kendala teknis (mati
lampu/gangguan jaringan).

c. Analisis lebih utama daripada alat: Ingatlah bahwa
kualitas keputusan ditentukan oleh validitas data yang
masuk (input). Peta manual yang diperbarui setiap jam
jauh lebih berharga daripada aplikasi canggih yang
datanya tidak pernah diperbarui.
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POKOK BAHASAN 3
SISTEM KEAMANAN WILAYAH (SKW)

Sistem Keamanan Wilayah (SKW) merupakan suatu kerangka
konseptual dan operasional yang dirancang untuk menjamin
terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara
berkelanjutan dalam suatu wilayah tertentu. SKW menempatkan
wilayah sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat
berbagai dimensi—geografis, demografis, sosial, ekonomi, budaya,
dan polittk—yang saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap
dinamika Kamtibmas.

Dalam konteks tugas kepolisian, SKW tidak hanya dipahami
sebagai pengamanan fisik semata, tetapi sebagai upaya terpadu yang
melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian kegiatan keamanan secara sistematis. Pendekatan ini
menuntut kemampuan analisis terhadap potensi gangguan, ambang
gangguan, dan gangguan nyata, serta sinergi antara aparat keamanan,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap SKW
menjadi landasan penting bagi setiap personel kepolisian dalam
merumuskan langkah-langkah preventif, preemtif, dan represif secara
tepat, proporsional, dan berbasis karakteristik wilayah. Melalui SKW,
diharapkan tercipta keamanan wilayah yang adaptif, responsif, dan
berorientasi pada pelayanan serta perlindungan masyarakat.

A. Model Keamanan Wilayah Berbasis Komunitas (Polmas) dan
Kemitraan Strategis

Model Keamanan Berbasis Komunitas atau Pemolisian
Masyarakat (Polmas) adalah pendekatan pemeliharaan
keamanan yang memposisikan masyarakat bukan sekadar
sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra strategis
Polri dalam mencegah, mengidentifikasi, dan menyelesaikan
potensi gangguan Kamtibmas. Dalam perspektif Sistem
Keamanan Wilayah (SKW) Adaptif, Polmas merupakan pilar
utama dalam membangun ekosistem keamanan yang responsif
terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, hingga kemajuan
teknologi.

Urgensi Polmas di era sekarang didorong oleh tantangan
disrupsi informasi dan perubahan perilaku sosial. Di era media
sosial, informasi negatif atau insiden oknum seringkali tersebar
secara viral dan masif, yang secara perlahan meleburkan
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persepsi fakta positif mengenai kinerja Polri di lapangan.
Dampaknya bukan sekadar pada citra, melainkan pada
hambatan operasional: 1. rendahnya partisipasi: masyarakat
yang apatis tidak akan bersedia memberikan informasi intelijen
dasar mengenai kerawanan di lingkungannya, 2. Resistensi
Hukum: Sosialisasi peraturan atau kebijakan baru seringkali tidak
berjalan efektif dan justru mendapat penolakan karena tidak
adanya keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan
keamanan, 3. Kerawanan Kamtibmas: Tanpa kontrol sosial dari
komunitas, potensi gangguan kecil (seperti perselisihan antar
tetangga) dapat dengan cepat eskalasi menjadi konflik massal
karena ketiadaan jalur komunikasi formal antara Polri dan warga.

1. Pilar Utama Polmas dalam SKW Adaptif

Polmas menekankan empat pilar kekuatan yang harus
dikuasai oleh Perwira Sespimma:

a. Kolaborasi multi-stakeholder: Keamanan wilayah tidak
lagi hanya menjadi tanggung jawab fungsi Binmas
atau Sabhara semata. Kolaborasi harus melibatkan
Kepolisian, masyarakat, pemerintah daerah (Satpol
PP/Dishub), serta stakeholder terkait (tokoh
agamal/adat, pelaku usaha, hingga pengembang
perumahan).

Contoh: Dalam menangani tawuran remaja,
kolaborasi dilakukan dengan dinas pendidikan (untuk
kebijakan sekolah), Pemda (untuk penerangan jalan),
dan tokoh pemuda (untuk kegiatan positif).

b.  Pentingnya membangun kepercayaan (trust building):
Kepercayaan adalah "mata uang" dalam tugas
kepolisian. Tanpa kepercayaan, masyarakat akan
menutup diri.

llustrasi: Jika tingkat kepercayaan masyarakat
rendah, saat anggota Polri melakukan penangkapan
tersangka di pemukiman padat, masyarakat
cenderung melakukan penghadangan atau provokasi
karena merasa Polri bertindak sewenang-wenang.
Sebaliknya, jika trust sudah terbangun, masyarakat
justru akan memfasilitasi dan mengamankan rute
operasi Polri.

c. Pemecahan masalah lokal (problem solving): Polisi
tidak hanya datang untuk menindak kejahatan, tetapi
berperan  sebagai fasilitator dan  mediator.
Cakupannya meliputi konflik lahan, perselisihan
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komunal, hingga masalah sosial seperti peredaran
miras di lingkungan tertentu.

Cara memposisikan diri: Polri bertindak sebagai
penengah yang netral, menggunakan pendekatan
restorative justice untuk masalah-masalah kecil agar
tidak berlanjut ke jalur hukum yang melelahkan namun
tetap memberikan rasa adil bagi komunitas. Polri
memberikan bimbingan teknis mengenai solusi yang
aman secara hukum namun diterima secara sosial.

d. Kepemimpinan keamanan oleh Bhabinkamtibmas:
Bhabinkamtibmas adalah representasi wajah Polri
yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat.
Posis Bhabinkamtibmas tidak boleh dipandang hanya
sebagai petugas "sambang" atau pengantar surat.
Mereka adalah Manajer Keamanan di Tingkat
Desa/Kelurahan. Mereka harus memiliki kapasitas
kepemimpinan  untuk  menggerakkan  potensi
masyarakat (seperti Siskamling atau
Pokdarkamtibmas) dan menjadi orang pertama yang
mampu melakukan early warning serta early detection
terhadap setiap riak gangguan di wilayahnya.

Pesan Utama bagi Perwira Sespimma:

Sebagai manajer operasional, Anda bertugas
memastikan bahwa Polmas bukan sekadar simbolis atau
pengisian laporan administrasi saja. Polmas adalah strategi
untuk "memenangkan hati dan pikiran" masyarakat agar
mereka secara sukarela menjadi agen-agen keamanan
bagi wilayahnya sendiri, sehingga tugas Polri di lapangan
menjadi jauh lebih ringan dan terukur.

Peran Polmas dalam SKW Adaptif

Dalam sistem keamanan wilayah yang adaptif dan
dinamis, Polmas bukan sekadar fungsi tambahan,
melainkan jantung dari operasional kepolisian yang
berfungsi sebagai:

a. Sensor dini (Early warning)

Early warning dalam Polmas masuk ke dalam
ranah tindakan preemtif. Fokusnya adalah memitigasi
potensi gangguan sebelum ia berubah menjadi
ambang gangguan atau gangguan nyata. Melalui
kemitraan dengan tokoh masyarakat, agama, dan
komunitas, Polri dapat:
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1) mengidentifikasi perubahan sosial cepat:
Perwira harus peka bahwa pembangunan fisik
selalu membawa perubahan perilaku sosial.

ilustrasi: kehadiran stasiun atau halte baru
secara otomatis menciptakan ekosistem baru.
lokasi tersebut menjadi pusat kerumunan,
tempat ojol mangkal, hingga menjamurnya pkl.
jika tidak dideteksi sejak awal sebagai titik
rawan, lokasi ini akan cepat berubah menjadi
pusat kemacetan, pungli, hingga praktik
premanisme.

2) mendeteksi gejala radikalisasi dan konflik:
Polmas memungkinkan Polri masuk ke ruang-
ruang privat komunitas.

ilustrasi: gesekan kecil antar tetangga di
lingkungan multikultural (misalnya terkait
penggunaan tempat ibadah atau suara bising)
jika tidak segera dimediasi lewat jalur polmas,
dapat meluas secara liar di media sosial dan
berubah menjadi konflik SARA yang bersifat
horizontal.

3) memetakan kerawanan mikro:

ilustrasi: komunitas hiburan seperti gigs
musik underground atau konser kecil sering kali
memiliki aturan main internal. Polmas
memungkinkan Polri masuk tanpa kesan
mengintimidasi untuk memantau  potensi
peredaran narkoba atau penggunaan zat
terlarang di lingkungan tersebut.

b. Basis data sosial wilayah

Data yang diperoleh dari interaksi Polmas
menjadi bahan mentah yang sangat berharga dalam
proses manajemen:

1) analisis strategis dan taktis: memberikan data
tentang siapa tokoh paling berpengaruh di suatu
gang. misalnya, saat akan melakukan
penggerebekan di wilayah padat, perwira tahu
rumah mana yang bisa dijadikan titik pantau
karena sudah menjalin hubungan lewat polmas.

2) pemetaan ancaman: misalnya, engetahui bahwa
d RW 05 terdapat banyak pemuda
pengangguran yang mulai sering berkumpul
hingga larut malam. Ini menjadi data pemetaan
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ancaman potensi tawuran atau tindak pidana C3
(Curat, Curas, Curanmor).

3) penyusunan SKW adaptif: Data dari level bawah
digunakan untuk menyusun Renops yang
berbeda antar Polsek. Contohnya, Polsek A
yang memiliki banyak objek vital nasional akan
memiliki rencana pengamanan yang berbeda
dengan Polsek B yang wilayahnya didominasi
pemukiman padat dan rawan konflik lahan.

3. Platform Solusi Masalah Lokal (Problem-QOriented Policing)

Problem-Oriented Policing (POP) adalah model

pemolisian yang tidak hanya menangani gejala (gejala =
kejadian kejahatan), tetapi berfokus pada penyelesaian
masalah yang menjadi penyebab kejahatan itu berulang.

a.

Menemukan akar masalah (root cause):

1) ilustrasi 1: tawuran di kampung X ternyata bukan
soal gengsi remaja, melainkan strategi
pengalihan isu yang diciptakan dua kelompok
pengedar narkoba untuk memasok barang saat
polisi sibuk mengurus tawuran.

2) llustrasi 2: kemacetan di ruas jalan X bukan
hanya soal volume kendaraan, tetapi karena
separator jalan dibongkar secara ilegal oleh
oknum "Pak Ogah" agar mereka bisa menarik
pungutan dari kendaraan yang putar balik.

Merumuskan solusi preventif: setelah akar masalah
ditemukan, solusinya bukan hanya patroli.

Contoh Solusi: Melakukan penutupan permanen
separator jalan dengan beton yang tidak bisa
dibongkar manual, atau membangun fasilitas
olahraga/balai warga di titik tawuran untuk mengubah
fungsi ruang publik.

membangun norma kolektif: melalui community
engagement, Polri mengajak tokoh Ilokal dan
pemimpin  untuk menyepakati "aturan main"
keamanan di lingkungannya dengan Win-Win
Solution. Misalnya, mengizinkan ojol mangkal di titik
tertentu asal mereka bersedia menjadi "mata dan
telinga" polisi (pelapor pertama jika ada tindak
pidana).
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4. Penguatan Ketahanan Sosial Komunitas

Tujuannya adalah menciptakan komunitas yang
memiliki daya tangkal internal sehingga tidak mudah
terprovokasi atau jatuh ke dalam perilaku kriminal.

a. Pentingnya self-security: Masyarakat harus mampu
menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.
Dalam hal ini, Polisi tidak mungkin ada di setiap sudut
jalan 24 jam. Jika masyarakat sadar akan self-security
(misalnya memasang kunci ganda atau waijib lapor
tamu 1x24 jam), beban kerja polisi berkurang dan
angka kriminalitas akan turun secara alami karena
hilangnya kesempatan bagi pelaku.

b. Kohesi sosial (paradigma sosiologi): Dalam sosiologi
komunitas, semakin kuat ikatan sosial (gotong royong
dan saling kenal), semakin sulit kejahatan masuk.
Kohesi sosial bertindak sebagai kontrol sosial informal
yang lebih ditakuti oleh pelaku daripada sanksi hukum
formal.

c. Kemandirian meredam isu (paradigma civil society):
Dalam masyarakat sipil yang mandiri, warga memiliki
kemampuan untuk memfilter informasi. Mereka tidak
langsung percaya hoaks atau terprovokasi isu politik
karena memiliki saluran komunikasi langsung dengan
Polri  (Bhabinkamtibmas). Masyarakat menjadi
dewasa dalam berkonflik dan mampu
menyelesaikannya lewat musyawarah sebelum
melibatkan aparat secara represif.

5.  Prinsip-prinsip Utama Polmas dala SKW Adaptif

Untuk memastikan Polmas tidak hanya menjadi
slogan, setiap manajer operasional Polri harus memegang
teguh prinsip-prinsip berikut sebagai kompas dalam
bertindak:

a. Partisipatif (kesetaraan peran)

Prinsip ini menegaskan bahwa keamanan
wilayah bukan hanya domain eksklusif Polri.
Pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat duduk
bersama dengan posisi yang setara. Polri tidak lagi
bertindak sebagai "penguasa" wilayah, melainkan
sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi
aktif. Contoh, dalam menangani kerawanan di
kawasan wisata, Polri tidak hanya menambah
personel, tetapi mengajak pemilik hotel, pedagang
lokal, dan tokoh pemuda untuk menyusun tata tertib
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keamanan bersama (seperti aturan jam operasional
atau sistem pelaporan tamu).

b.  Proaktif-preventif (mencegah lebih baik daripada
menindak)

Orientasi utama Polmas adalah menghentikan
gangguan sebelum gangguan itu lahir. Perwira tidak
hanya menunggu laporan polisi (LP) masuk, tetapi
secara aktif mencari potensi masalah yang bisa
memicu kejahatan di masa depan. Sebagai llustrasi,
Daripada sekadar menangkap pelaku pencurian
motor yang sudah terjadi, Polri secara proaktif
melakukan door-to-door system untuk mengedukasi
warga agar memasang kunci ganda atau memasang
stiker "Waspada Curanmor" di titik-titik strategis
pemukiman.

c. Keadilan prosedural (procedural justice)

Kepercayaan masyarakat sangat bergantung
pada bagaimana Polri memperlakukan mereka.
Prinsip ini mencakup empat elemen kunci: fairness
(keadilan), transparency (keterbukaan), voice
(mendengarkan aspirasi warga), dan impatrtiality (tidak
memihak). Sebagai contoh, Saat memediasi sengketa
batas lahan antar warga, Bhabinkamtibmas harus
memberikan waktu yang sama bagi kedua pihak untuk
berbicara (voice), menjelaskan prosedur hukum
secara terbuka (transparency), dan tidak menerima
pemberian apa pun dari salah satu pihak agar tetap
netral (impartiality).

d. Kontekstual dan adaptif (lain ladang lain belalang)

Strategi keamanan tidak boleh bersifat copy-
paste. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya,
geografi, dan demografi yang berbeda. Apa yang
berhasil di kota besar, belum tentu berhasil di wilayah
pesisir atau pegunungan. Sebagai Contoth,
penanganan konflik pemuda di wilayah perkotaan
mungkin lebih efektif melalui pendekatan olahraga
digital (e-sport), namun di wilayah pedesaan,
pendekatan melalui kegiatan keagamaan atau gotong
royong pertanian akan jauh lebih diterima oleh
masyarakat setempat.

e.  Problem solving (metodologi SARA)

Penyelesaian masalah dilakukan secara saintifik
dan terstruktur menggunakan kerangka SARA
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(Scanning, Analysis, Response, Assessment). Hal ini
memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar
menjawab  akar masalah, bukan  sekadar
memindahkan masalah ke tempat lain. Misalnya:

1)  scanning: menemukan tren balap liar di jalan
protokol.

2) analysis: ternyata pelaku adalah remaja luar kota
yang menganggap aspal jalan tersebut paling
“lurus”.

3) response: memasang speed bump (polisi tidur)
kecil dan berkoordinasi dengan dishub untuk
memasang kamera pantau.

4) assessment. memantau dalam dua minggu,
apakah jumlah balap liar menurun atau hanya
pindah lokasi.

f. Pemberdayaan komunitas (community
empowerment)

Tujuan akhir Polmas adalah kemandirian. Polri
bertugas memperkuat kapasitas masyarakat agar
mereka memiliki rasa memiliki (sense of belonging)
terhadap  keamanan lingkungannya  sendiri.
Masyarakat tidak lagi bergantung penuh pada
kehadiran fisik polisi untuk merasa aman. Misalnya,
melatih anggota Satpam perumahan atau anggota
Linmas desa dalam teknik dasar pengamanan dan
pelaporan cepat melalui aplikasi panic button. Dengan
kemampuan ini, masyarakat memiliki "imunitas" dan
daya cegah yang kuat secara mandiri.
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POKOK BAHASAN 4

IMPELEMENTASI POLMAS
DALAM SKW ADAPTIF

Perkembangan dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta
meningkatnya kompleksitas permasalahan keamanan menuntut
pendekatan pengamanan wilayah yang tidak lagi bersifat konvensional
dan reaktif. Dalam konteks tersebut, Sistem Keamanan Wilayah
(SKW) adaptif menjadi kebutuhan strategis, yaitu sistem pengamanan
yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan
karakteristik masyarakat setempat.

Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan salah satu pilar
utama dalam mewujudkan SKW adaptif. Polmas menempatkan
masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga
keamanan dan ketertiban, melalui pendekatan partisipatif, problem
solving, serta pembangunan kepercayaan (trust building).
Implementasi Polmas yang efektif memungkinkan deteksi dini
terhadap potensi gangguan kamtibmas serta penanganan masalah
secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pokok Bahasan 3 ini akan membahas
bagaimana Polmas diimplementasikan secara konkret dalam
kerangka SKW adaptif, meliputi peran Bhabinkamtibmas, mekanisme
kemitraan dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan
lokal, serta strategi penyesuaian pola pengamanan terhadap dinamika
wilayah. Pemahaman ini diharapkan mampu membekali peserta
dengan wawasan dan keterampilan untuk mengoptimalkan Polmas
sebagai instrumen utama dalam menciptakan keamanan wilayah yang
responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

A. Tahapan dan Tantangan Implementasi Polmas dalam SKW
Adaptif

Untuk membangun sistem keamanan yang adaptif, perwira
harus mengikuti tahapan metodologis agar program Polmas tidak
bersifat seremonial, melainkan fungsional.

1. Pemetaan Sosial dan Analisis Wilayah

Tahap ini adalah fondasi intelijen dasar sebelum
melakukan intervensi. Perwira harus "memotret" kondisi
sosiologis wilayahnya secara akurat.

a. Mengidentifikasi aktor kunci: Mencari tokoh formal
(Ketua RT/RW, Kades) dan tokoh informal (ketua
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geng motor yang sudah insaf, pemuka agama, atau
jawara lokal).

b. Memetakan kerawanan: menentukan titik panas
(hotspot) intoleransi atau kriminalitas.

c. Database komunitas: menyusun daftar kontak penting
dan profil kerentanan tiap blok/dusun.

d. Prosedur/llustrasi:  Bhabinkamtibmas  melakukan
Forum Group Discussion (FGD) kecil di tingkat RW
untuk mencatat siapa saja warga yang memiliki
pengaruh besar dan di mana letak kerawanan yang
sering luput dari laporan resmi (misal: area gelap yang
sering dipakai transaksi miras).

2. Membangun Kepercayaan dan Komunikasi

Tanpa kepercayaan, data tidak akan mengalir. Polri
harus memposisikan diri sebagai solusi, bukan ancaman.

a. Fasilitator dan mediator: Polri hadir sebagai
pendengar yang baik untuk keluhan warga, meskipun
keluhan tersebut bukan masalah pidana (misal:
masalah sampah atau saluran air yang macet).

b. Komunikasi dua arah: mengaktitkan FKPM (forum
kemitraan polisi dan masyarakat) sebagai wadah
musyawarah.

c.  Prosedur/ilustrasi: melakukan patroli dialogis tanpa
seragam lengkap  yang intimidatif  (misal:
menggunakan kaos polisi atau seragam ringan) dan
duduk bersama warga di pos ronda atau warung kopi
untuk membicarakan isu-isu hangat di wilayah
tersebut tanpa sekat birokrasi.

3. Kolaborasi dalam Pemecahan Masalah

Setelah kepercayaan terbangun, saatnya melakukan
aksi nyata melalui pendekatan Community Problem Solving
(CPS).

a. Penyusunan program: membuat rencana kerja bareng
(misal: program "Kampung Bebas Narkoba").

b. Edukasi hukum: memberikan pemahaman tentang
konsekuensi hukum dari tindakan tertentu secara
humanis.

c. Prosedur/ilustrasi:  menginisiasi  Sistem Ronda
Modern. Polri membantu warga menyusun jadwal
ronda, memberikan pelatihan teknik beladiri dasar,
dan cara melaporkan kejadian secara cepat melalui
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prosedur "tangan pertama" agar warga tidak main
hakim sendiri saat menangkap pencuri.

4. Integrasi Teknologi dan Inovasi

SKW Adaptif menuntut pemanfaatan teknologi untuk
mempercepat respons dan memperluas jangkauan deteksi.

a. Grup komunikasi digital: Membangun ekosistem
WhatsApp Community-Police Liaison yang
terverifikasi.

b.  Smart security: mendorong penggunaan CCTV yang
aksesnya bisa dipantau bersama di balai warga atau
kantor Polsek.

c.  Prosedur/llustrasi: membuat grup WA khusus antara
perwira Polsek dengan ketua-ketua RT/RW. Jika ada
orang mencurigakan, warga cukup mengirimkan foto
ke grup tersebut. Bhabinkamtibmas atau unit patroli
terdekat dapat merespons dalam hitungan menit
sebelum terjadi gangguan nyata.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Tahap terakhir adalah memastikan bahwa program ini
memberikan dampak nyata pada angka kriminalitas dan
rasa aman masyarakat.

a. Indikator keberhasilan: bukan hanya jumlah
tangkapan, tapi seberapa turun angka kejadian
kriminalitas di wilayah tersebut.

b. Penilaian publik: melakukan survei kepuasan
sederhana kepada warga tentang kehadiran Polri.

c.  Prosedur/ilustrasi: menggelar rapat bulanan dengan
tokoh masyarakat untuk mengevaluasi: "Apakah
setelah dipasang CCTV dan patroli diaktifkan, warga
merasa lebih tenang? Jika balap liar masih ada, di
mana letak kebocorannya?" Hasil evaluasi ini
digunakan untuk mengubah cara bertindak pada
bulan berikutnya.

Dengan demikian, Implementasi Polmas dalam SKW
Adaptif adalah tentang "memperbanyak mata dan telinga"
Polri melalui pelibatan aktif masyarakat. Perwira Sespimma
yang sukses adalah mereka yang mampu mengubah
masyarakat dari sekadar penonton menjadi mitra yang
merasa ikut memiliki (sense of responsibility) terhadap
keamanan lingkungannya sendiri.
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Dalam mengimplementasikan SKW yang adaptif, perwira
akan menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural
yang memerlukan strategi penanganan yang matang:

1. Resistensi Akibat Rendahnya Kepercayaan Publik:
Pengalaman negatif masa lalu antara masyarakat dengan
oknum aparat seringkali meninggalkan trauma atau
skeptisisme.

a. Dampak: Masyarakat menjadi tertutup, enggan
berbagi informasi, atau bahkan bersikap konfrontatif
saat polisi masuk ke lingkungannya.

b.  Solusi Manajerial: Melakukan rebranding melalui aksi
nyata yang bersifat kemanusiaan dan konsistensi
dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu
untuk membuktikan bahwa Polri telah berubah.

2. Keragaman Sosial dan Budaya: Indonesia memiliki
spektrum budaya yang sangat luas, dari masyarakat urban
yang individualis hingga masyarakat adat yang sangat
kolektif.

a. Tantangan: Pendekatan "satu ukuran untuk semua"
(one size fits all) pasti akan gagal. Strategi di wilayah
pemukiman elit Jakarta tidak bisa diterapkan di
wilayah pegunungan Papua.

b.  Solusi: Perwira harus memiliki kecerdasan kultural
dan melakukan penyesuaian gaya komunikasi serta
metode pendekatan sesuai kearifan lokal (local
wisdom).

3. Dominasi Kelompok Tertentu: Seringkali partisipasi
masyarakat didominasi oleh kelompok mayoritas atau elit
lokal tertentu saja.

a. Dampak: Suara kelompok minoritas atau kaum
marjinal terabaikan, sehingga potensi konflik di bawah
permukaan tetap tidak terdeteksi.

b.  Solusi: Memastikan keterwakilan inklusif dalam setiap
forum warga atau FKPM, agar aspirasi semua lapisan
masyarakat terserap secara adil.

4. Kesenjangan Pemanfaatan Teknologi: Infrastruktur digital
yang tidak merata menciptakan "jurang pemisah" dalam
kecepatan pelaporan.

a. Tantangan: Di daerah pelosok, aplikasi panic button
mungkin tidak berguna karena ketiadaan sinyal.

b.  Solusi: Mengombinasikan teknologi tinggi (high-tech)
dengan kearifan lokal (high-touch) seperti pengaktifan
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B.

kembali kentongan atau radio komunitas di daerah
yang minim sinyal.

5. Keterbatasan Kapasitas Bhabinkamtibmas: Seringkali satu
orang Bhabinkamtibmas harus mengawal 2-3 desa dengan
ribuan penduduk.

a.

Tantangan: Burnout atau kelelahan personel yang
mengakibatkan pelayanan tidak maksimal dan hanya
bersifat formalitas administratif.

Solusi: Penguatan fungsi intelijen dasar bagi seluruh
anggota (bukan hanya Binmas) dan pemberdayaan
mitra Polmas (Pokdar) untuk memperpanjang
jangkauan polisi.

6. Arus Informasi dan Disrupsi Digital: Kecepatan informasi di
media sosial seringkali mendahului fakta lapangan.

a.

Dampak: Isu kecil di pasar bisa menjadi kerusuhan
besar dalam hitungan jam akibat narasi provokatif di
media sosial.

Solusi: Membangun unit "Cyber Polmas" di tingkat
lokal untuk melakukan kontra-narasi dan klarifikasi
cepat (klarifikasi hoaks) bersama tokoh masyarakat.

Peran Babinkamtibmas dan Manfaat Polmas Dalam SKW

Adaptif

1.  Bhabinkamtibmas bukan sekadar pelaksana fungsi Binmas,
melainkan "Manajer Krisis" di tingkat tapak:

a.

Aktor utama kemitraan: menjadi jembatan yang
mencairkan kekakuan birokrasi antara Polri dan
warga.

Agent of early warning and early detection: orang
pertama yang harus tahu jika ada orang asing
mencurigakan atau ada riak intoleransi di rumah
ibadah.

Fasilitator problem solving: tidak hanya membawa
masalah ke kantor polisi, tetapi mampu
menyelesaikan 80% masalah ringan di balai desa
melalui restorative justice.

Penyedia edukasi hukum: mengubah bahasa hukum
yang kaku menjadi bahasa yang mudah dimengerti
oleh petani, buruh, hingga kaum muda.

Penyalur kebutuhan masyarakat: menjadi saluran
bagi warga untuk menyampaikan keluhan terkait

CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK 38

ANALISIS LINGKUNGAN OPERASIONAL DAN SISTEM KEAMANAN WILAYAH

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA



SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI

layanan publik lainnya (seperti jalan rusak atau lampu
jalan mati) kepada pemerintah daerah.

f. Mediator konflik: menjadi penengah yang netral saat
terjadi sengketa antar warga agar tidak eskalasi
menjadi tindakan kekerasan.

2. Keberhasilan integrasi Polmas ke dalam SKW akan
memberikan dampak signifikan:

a. Reduksi kejahatan berbasis lingkungan: hilangnya
kesempatan (opportunity) bagi pelaku kejahatan
karena sistem keamanan swakarsa masyarakat yang
sangat ketat (Siskamling modern).

b. Peningkatan kapasitas masyarakat: masyarakat tidak
lagi menjadi "penonton" saat terjadi gangguan,
melainkan menjadi subjek yang tahu apa yang harus
dilakukan (misal: mengamankan TKP sebelum polisi
datang).

c. Legitimasi dan kepercayaan publik: ketika masyarakat
merasa dilindungi dan dilibatkan, citra Polri akan naik
secara organik, yang mempermudah pelaksanaan
tugas-tugas kepolisian lainnya.

d. Sistem peringatan dini yang responsif: waktu respons
Polri terhadap gangguan menjadi jauh lebih cepat
karena informasi mengalir secara langsung melalui
jalur-jalur kemitraan yang sudah dibangun.

e. Integrasi kebijakan daerah: menciptakan keselarasan
antara kebijakan keamanan Polri dengan program
pembangunan pemerintah daerah (seperti program
Kampung Tangguh atau Desa Aman).

Kesimpulan Penutup: Sistem Keamanan Wilayah (SKW)
yang adaptif tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa Polmas
sebagai basis sosialnya. Polmas adalah strategi untuk
mengubah energi masyarakat dari potensi masalah menjadi
energi solusi bagi keamanan nasional.

Pondasi Perencanaan: Data dan Dukungan Keputusan
(Decision Support)

Sebelum menyusun strategi, seorang perwira harus
memastikan "bahan bakar" keputusannya akurat. Keputusan
taktis hanya akan seakurat data yang mendasarinya.

1. Hakikat Data dan Dukungan Keputusan
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Data adalah fakta mentah, sedangkan dukungan
keputusan adalah proses mengolah data tersebut menjadi
rekomendasi aksi yang rasional dan akuntabel. Hal ini
berfungsi sebagai dasar legal agar pemimpin tidak
disalahkan selama keputusannya didasarkan pada data
valid yang tersedia.

2. Kategori Data Operasional Polri

a. Data Kriminalitas: Statistik Crime Index, modus
operandi, pola waktu, dan lokasi.

b. Data Intelijen Wilayah: Peta kerawanan, profil aktor
pengganggu, dan dinamika sosial.

c. Data Sumber Daya: Kekuatan personel (DSP vs Riil),
kondisi sarpras, dan dukungan anggaran.

d. Data Eksternal: Informasi cuaca (BMKG), peta tata
ruang (Pemda), dan isu media sosial.

3. Peran Data dalam Siklus Perencanaan
Data berfungsi di setiap tahapan:

a. Identifikasi: Memetakan "di mana" dan "kapan"
kerawanan terjadi.

b. Analisis: Menjawab "mengapa" eskalasi bisa terjadi
(misal: faktor pengangguran atau pengaruh miras).

c. Evaluasi: Menggunakan data real-time untuk
memonitor apakah rencana perlu diubah secara
adaptif.
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RANGKUMAN

1.

Pemimpin operasional-taktis Polri harus memiliki kemampuan
menganalisis lingkungan strategis wilayah secara menyeluruh,
meliputi aspek geografis, sosial, politik, ekonomi, dan budaya
yang berpengaruh terhadap situasi kamtibmas. Pemahaman
terhadap dinamika lingkungan tersebut menjadi dasar dalam
menempatkan tugas pokok, fungsi, dan peran Polri secara tepat
dan proporsional. Implementasi kebijakan, regulasi, dan SOP
kepolisian secara konsisten dalam pelaksanaan tugas
operasional merupakan wujud profesionalisme serta jaminan
legalitas dan akuntabilitas tindakan Polri di wilayah.

Kemampuan mengelola analisis lingkungan dan pemetaan
ancaman merupakan kunci dalam mendukung pengambilan
keputusan operasional Polri. Pemimpin operasional-taktis
dituntut mampu menerapkan teknik analisis dan alat pemetaan
strategis untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan
kerawanan wilayah secara dini. Pengelolaan data dan informasi
inteljen yang terverifikasi dan terintegrasi memungkinkan
tersusunnya analisis situasi yang akurat. Hasil analisis tersebut
menjadi bahan rekomendasi penting dalam menentukan langkah
operasional yang efektif dan tepat sasaran.

Perancangan dan implementasi Sistem Keamanan Wilayah
(SKW) yang adaptif menuntut pemimpin operasional—taktis Polri
mampu menerjemahkan hasil analisis lingkungan dan ancaman
ke dalam perencanaan taktis yang konkret dan terukur.
Pendekatan keamanan berbasis komunitas (Polmas) serta
penguatan kemitraan strategis menjadi fondasi dalam menjaga
stabilitas kamtibmas. Melalui sinergi dan kolaborasi lintas
sektoral,  perencanaan taktis yang disusun  dapat
diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pengambilan
keputusan dan keberhasilan tugas Polri di wilayah.

LATIHAN

1.

Analisislah  bagaimana pemimpin  operasional-taktis  Polri
memahami dan memanfaatkan dimensi lingkungan strategis
wilayah (geografis, sosial, politik, ekonomi, dan budaya) dalam
menentukan pelaksanaan tugas kepolisian yang sesuai dengan
kebijakan, regulasi, dan SOP.
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2.

3.

Analisislah proses pengelolaan analisis lingkungan dan informasi
inteljen oleh pemimpin  operasional-taktis Polri dalam
mengidentifikasi potensi ancaman wilayah dan merumuskan
rekomendasi pengambilan keputusan operasional.

Analisislah peran pemimpin operasional—taktis Polri dalam
merancang dan mengimplementasikan Sistem Keamanan Wilayah
(SKW) adaptif berbasis Polmas dan sinergi lintas sektoral untuk
menjaga stabilitas Kamtibmas.
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